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HASIL WAWANCARA

Pertanyaan:

1.
2

Apa yang menyebabkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum?
Bagaimana penyelesaian sengketa hak atas tanah karena adanya perbuatan melawan
hak orang lain (perbuatan melawan hukum) melalui Pengadilan Negeri?
Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengkategorisasikan perbuatan melawan
hak orang lain sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum?

Apakah sekarang perbuatan melawan hukum masih banyak terjadi di kota Palangka
Raya? bagaimana tanggapan Bapak/Ibu Hakim terkait kejadian tersebut, jika masih

banyak terjadi, bagaimana cara untuk mengurangi perbuatan malawan hukum tersebut?

Jawaban/ Kesimpulan:

1

Dalam gugatan perdata itu ada dua kelas besar untuk membuat gugatan, yaitu
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hal yang paling spesifik dalam
Wanprestasi itu adalah adanya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata
dan harus ada sesuatu yang dingkari. Syarat mutlak perbuatan melawan hukum menurut
Bapak Hakim Heru Setiyadi, S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri Palangka Raya yaitu
yang pertama, merugikan orang lain dan yang kedua, ada perbuatan melawan hukum
(ada perbuatan yang melanggar hak orang lain yang menimbulkan kerugian) dari Pasal
1365 KUHPerdata. Maka kalau hanya ada perbuatan melangar hak orang lain tetapi
tidak merugikan maka tidak bisa. Artinya merugikan itu harus terikat dan menjadi satu
kesatuan terhadap perbuatan yang melanggaar hukum. Misal si A mempunyai sebidang
tanah di Jalan Jati lalu si B ngeklaim kalau tanah di Jalan Jati itu adalah milik nya. Lalu
st A menyatakan bahwa si B melakukan perbuatan melawan hukum, itu tidak bisa
langsung dikatakan perbuatan melawan hukum karena si B hanya mengklaim
melanggar hak orang lain atau berbicara, belum sampai memasang patok atau
melakukan penanaman pada tanah tersebut. Kalau seseorang telah memasang patok dan
melakukan aktivitas pada tanah dan merugikan sehingga yang memunyai tanah
kemudian tidak bisa mengambil manfaat dari tanah yang dia kuasai tersebut baru dapat
dikatakan perbuatan melawan hukum. Maka kemudian pengadilan menentukan siapa
yang mempunyai hak atas tanah. Maka kemudian perbuatan melawan hukum itu
menjadi titik krusial ketika misalnya ada sengketa tanah, bagaimana seseorang bisa

dikatakan mencuri atau memanen. Ketika seseorang mengatakan bahwa ia memanen



lalu orang lain mengatakan ia mencuri, maka kemudian kita harus membuktikan siapa
yang berhak siapa yang menguasai tanah tersebut. Perbuatan melawan hukum itu ada 4
unsur, tetapi yang paling urgent atau krusial ada 2 yaitu perbuatan melanggar hak orang
lain dan adanya kerugian yang ditimbulkan, dengan adanya 2 unsur krusial tersebut
maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan.

Bahwasannya setiap orang berhak menyelesaikan setiap persoalan yang menimpa atau
diderita oleh orang tersebut melalui mekanisme yang sudah ditentukan oleh negara ini
melalui undang-undang yang di lahirkan, salah satunya adalah melalui alur litigas.
Diluar jalur litigasi ada jalur lain yaitu arbitrase. Penyelesaian sengketa hak atas tanah
melalui pengadilan negeri artinya pihak yang merasa dirugikan pthak yang merasa
terganggu haknya kemudian melakukan gugatan kepada orang lain yang melakukan
tindakan merugikan itu kemudian dia dijakan dan didudukan sebagai tergugat. Orang
yang merasa dirugikan itu kemudian meminta bantuan pengadilan untuk menyelesaikan
perkara sebagai penggugat. Orang-orang yang kemudian tidak secara langsung
merugikan kepada pihak penggugat itu kemudian didudukkan sebgai turut tergugat.
Kemudian proses itu berjalan melalui gugatan, kemudian dipanggil para pihak untuk
datang menghadap kepada pengadilan kemudian diupayakan untuk didamaikan dulu
dengan mekanisme mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kalau mediasi itu gagal maka
kemudian perkara itu dikembalikan kepada majelis untuk diperiksa lebih lanjut. Ada
proses pembacaan gugatan, jawab jinawab, kalau memang ada hal yang terkait tentang
kompetensi atau kewenangan yang sifatya relatif atau absolut maka kemudian itu
diputuskan terlebih dahulu. Kalau mang tidak ada. Kalau memang ada jawaban di
tergugagt itu berupa eksepsi itu kemudian menyatakan gugagatannya kekurang pihak
atau gugatannya kabur (obscuur libel) atau hal yang lain, kemudian itu diputuskan
bersamaan dengan putusan akhir. Karena sifatnya kalau kewenangan relatif atau
absolut maka kemudian diputuskan dengan putusan sela. Baru kemudian ada hal segala
macam yang tidak terkait dengan kompetensi atau kewenangan relatif diputuskan
bersama dengan putusan akhir. Maka kemudian hal tersebut dipertimbangkan dengan
majelis hakim sehingga kemudian merumuskan atau menentukan bagaimana perkara
itu ditentukan hukumnya. Kalau gugatan perbuatan melawan hukum ini bersifat
putusannya yang paling mencolok itu bersifat condemnatoir. Yaitu Menghukum
sesorang untuk melaksanakan isi putusan sesuai dengan amar didalam putusan tersebut.

Selain condemnatoir putusan itu bersifat konstitutif yang artinya memberikan sesuatu
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ketentuan terhadap suatu situasi atau peristiwa hukum. Misalnya menyatakan sah jual
beli sah antara si A dan si B. Bedanya dengan permohonan dan penetapan adalah
permohonan wujudnya penetapan, kalau penetapan sifatnya declaratoir. Kalau tergugat
tidak terima dengan putusan tersebut, maka seseorang dapat melakukan banding. Tetapi
banding tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. Ada batas waktunya, ketika seseorang
mengajukan upaya banding harus sesuai ketentuan waktu 14 hari pada saat seseorang
mendengarkan putusan itu atau seseorang tersebut tidak hadir dalam pembacaan
putusan itu pada saat ia menerima putusan itu. Setelah itu lewat dari 14 (empat belas)
hari, orang tersebut tidak mempunyai hak untuk mengajukan upaya banding. Kalau itu
dilampaui atau terlewati maka seorang tergugat dianggap menerima putusan tersebut
dan putusan itu kemudian berkekuatan hukum tetap (inkrah vanquished). Jadi memang
ada ketentuan yang mengikat.

Pertimbangan Hakim dalam mengkategorisasikan seseorang melakukan perbuatan
melawan hukum yaitu minimal terpenuhinya unsur perbuatan melanggar hak orang lain
dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Maka setelah terpenuhinya 2 (dua) unsur
tersebut, dapat dikembangkan lagi dengan melihat isi gugatan yang di buat oleh
Penggugat. Dari situ dapat diketahui hal apa saja yang menjadi unsur utama dalam
dalam melakukan gugatan.

Bukan hanya banyak terjadi di kota Palangka Raya tetapi juga masih banyak terjadi
diseluruh Indonesia. Sifat perbuatan melawan hukum adalah sesuatu hal yang menjadi,
melawan hukum atau tidak melawan hukum itu adalah sikap pribadi. Untuk
mengurangi perbuatan melawan hukum itu tidak bisa, karena kita tidak tahu perbuatan
melawan hukum itu seperti apa. Ada banyak persolan yg belum mencuat untuk menjadi
sebuah persoalan. Artinya kita tidak bisa mengetahui bagaimana untuk mengurangi
pmh karena itu blm tau jumlahnya berapa, terkuak atau tidaknya. Paling tidak seseorang
itu dimaknai untuk bissa dipahami hukum dengan benar. Subjek hukum yang
berpotensi melanggar hukum orang lain adalah setiap manusia atau setiap orang. Kita
semuanya berpotensi menjadi kriminal dan korban. Masing-masing orang harus
mempunyai kesadaran pribadi thd dengan apa yg diatur, baik itu norma_baik itu aturan
dan juga azas. Kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang walaupun tidak ada undang-
undang yang mengaturnya, karena kita membunyai norma dalam masyarakat yang
tidak tertulis tapi harus di hormati. Kalau kita melawannya, itu merupakan suatu

perbuatan melawan hak tapi belum tentu melawan hukum. Melawan hak itu tidak harus



melawan hukum tertulis, tetapi melawan hukum tidak tertulis (/iving law). Ius Curia Novit

yaitu bahwasannya semua orang dianggap paham segala hukum.

Palangka Raya, 14 Januari 2020

Mengetahui, Pewawancara,

Herj!u etiyadi, S.H., M.H{ Arrum Chairunisa



